ABSTRAK
Alvito Raihandany Karim , 2025 : KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM
GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DITINJAU BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2015 JO PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo Peraturan
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, hakim menilai sederhana atau tidaknya suatu
pembuktian, pada tahapan pemeriksaan pendahuluan hakim harus memperkirakan
bahwa perkara tersebut memiliki kesederhanaan dalam pembuktiannya dengan bukti
sepihak yang diajukan oleh penggugat, pada faktanya permasalahan dalam mekanisme
pembuktian sederhana ditemukan tidak pada tahapan pemeriksaan pendahuluan,
Namun, pada tahapan pembuktian sehingga kehadiran Perma tersebut dianggap belum
mampu mengakomodasi semua pihak pihak dalam penyelesaian masalah pada
mekanisme pembuktian sederhana.

Penelitian diajukan untuk mengetahui secara Konseptual Pembuktian
Sederhana Dalam Gugatan Sederhana serta untuk mengetahui Akibat Hukum
Pembuktian Tidak Sederhana pada Putusan PN No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm jo
Putusan PN No. 26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb

Dengan menggunakan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, teori kepastian hukum dan
Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Jo Peraturan
Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana guna menganalisa terkait permasalahan yang diteliti.

Penelitian yang digunakan berjenis kualitatif dengan metode deskriptif analisis
dan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang
(statue  approach), pendekatan kasus (case approach) Putusan No.
30/Pdt.G.S/2020/PN Bdg, Putusan No. 19/Pdt. G.S., PN Idm dan Putusan No.
26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama Pasal 11 Ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun
2019 tidak menguraikan lebih lanjut terkait mekanisme pembuktian sederhana
sehingga pembuktian tersbut didasarkan pada peniliaian hakim. Sifat pembuktian
sederhana adalah penggugat cukup dapat membuktikan keadaan bahwa tergugat telah
wanprestasi dan nilai kerugian akibat kreditur tidak melakukan prestasinya sudah
cukup dapat diperkirakan bahwa dalam sengketa tersebut tidak perlu ada gugatan
gugatan lainnya. Faktanya banyak perkara gugatan sederhana yang terdapat ketidak
sederhanaanya pada tahapan pembuktian Kedua, 2. Akibat hukum pembuktian tidak
sederhana pada putusan PN No. 19/Pdt.G.S/2020/PN.Idm jo Putusan PN No.
26/Pdt.G.S/2020/PN. Mrb adalah gugatan tidak dapat diterima menurut hukum harus
dijatuhkan putusan yang menyatakan (Niet Onvankelijk Veklaard (N.O). mengingat
terhadap syarat formil suatu gugatan ditemukan ketidak sederhanaan proses Gugatan
sederhana tersebut ditemukan pada tahapan pembuktian, tidak pada tahap pemeriksaan
pendahuluan, lebih lanjutnya lagi akibat hukum terhadap putusan ini memberikan
ketidak pastian hukum terhadap mekanisme pembuktian sederhana dalam gugatan
sederhana.
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